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PERJANJIAN BUNGAYA 

(Bongaais Verdrag) 

 Untuk mengetahui dengan jelas pokok-pokok yang dibuat, diputuskan dan ditetapkan 

dan dinyatakan bersifat abadi, perdamaian, persaudaraan, dan persekutuan yang baik 

antara yang amat berkuasa paduka Hasanuddin, raja dan pembesar Pemerintah 

Makassar pada satu pihak dan Tuan Cornelis Speelman, bekas gubernur Panatai 

Koromandel, pengawas utama (superintendent) dan Komisaris kapal-kapal dan 

pasukan tinggi dari perkumpulan Dagang Hindia Timur yang memperoleh hak 

Oktoijer dari pemerintah Belanda pada pihak lain. 

Pasal 1 

 Dikukuhkan untuk menerima dengan baik dan mempertahankan, kontrak-kontrak pada 

tanggal 18 Agustus 1660 di Batavia bertempat di benteng antara karaeng Popo (Raja 

Pupu) duta berkuasa penuh dari penguasa pemerintah Makassar dan Tuan Gubernur 

Jenderal dan dewan penasehat Hindia (Hereen Raed van India), kontrak-kontrak 

tanggal 2 Desember 1660 antara pemerintah dan Jacob Cau sebagai komisaris, 

pemerikiran-pemikiran yang mereka telah buat dan putuskan, akan diterima dan ditaati 

semua bagian dan pointer-pointer sebagaimana adanya, dan selanjutnya hal-hal itu 

tidak dibicarakan lebih lanjut bagi dari sini. 

Pasal 2 

 Tanpa sedikitpun melakukan penundaan, semua pegawai-pegawai berkebangsaan 

Eropa dan warga dari kompeni yang dijumpai berada di sekitar Makassar, baik yang 
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sekarang telah menyebrang ke pihak lawan maupun yang dahulu dijumpai di sini, 

tanpa kecuali akan diantar dan diserahkan kepada admiral. 

Pasal 3 

Bahwa kepada kompeni akan dikembalikan dan diserahkan semua peeralatan 

kapal, meriam-meriam, mata uang, dan barang-barang lainnya tanpa kecuali, yang 

diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan kapal Leeuinne yang karam di pulau 

Doangdoangang yang hingga sekarang masih dijumpai tetapi belum diserahkan 

kepada kompeni, masih disimpan seperti meriam besi dari kapal Walvish, meskipun 

ternyata bahwa kompeni, sehubungan dengan meriam itu telah dibayar 4000 ringgit 

baru-baru ini melalui Komisaris Cau. 

Pasal 4 

Bahwa pemerintah tertinggi akan bergiat dengan berbagai cara untuk mencari 

dan menemukan orang-orang yang dipandang bersalah dan masih hidup telah 

melakukan berbagai tindakan pembunuhan terhadap orang Belanda di berbagai tempat 

untuk di perhadapkan pada proses peradilan hukum, dipertimbangkan dan dihadapan 

Residen Belanda, agar kejahatan-kejahatan seperti itu tidak akan terulang lagi di masa 

yang akan datang. 

Pasal 5 

Raja dan pembesar tertinggi kerajaan Makassar akan berusaha pertama-tama 

melunasi hutang-hutang Kompeni dan membayar semua yang berhutang kepada 

Kompeni dan bertanggung jawab atas semua mereka yang tidak dapat datang yang 



103 

 

secara hukum harus membayar ganti rugi kepada Kompeni jika tidak pada musim ini 

maka dapat dilakukan pada musim berikutnya tanpa ada pembatalan atau penundaan 

lebih lanjut, yang mana pemerintah tertinggi mereka, dalam hal ini, melakukan 

hubungan khusus. 

Pasal 6 

Masih diberlakukan isi kontrak yang dibuat terakhir, bahwa semua orang 

Portugis dan para pengikutnya, tanpa kecuali, yang dijumpai dan berada dibawah 

pemerintah Makassar, termasuk juga orang Inggris, pengasut penyebab utama tidak 

berfungsinya kontrak-kontrak tertulis, sehingga pemerintah yang didukung oleh semua 

pengikutnya, pada kesempatan pertama dan terakhir ini akan mengusir mereka keluar 

dari daerah yuridiksinya tanpa ada seorangpun dari warga negara disebut itu pergi 

ketempat lain dalam wilayah Makassar, dan semua hubungan diplomasi tidak boleh 

lebih lama dipertahanan dan terus berlangsung hingga batas waktu tahun... dengan 

demikian pemerintah tertinggi tidak akan membiarkan, menerima, dan menjamin duta 

dan perutusan dari negara itu, juga beberapa negara Eropa lainnya, atau seseorang 

yang merupakan duta atau utusan dari mereka, demikian juga bajak laut maupun 

pedagang gelap, tanpa kecuali. 

Pasal 7 

 Makassar tertutup bagi semua negara-negara Eropa yang telah disebutkan, dan 

hanya terbuak bagi Kompeni untuk melakukan perdagangan bebas dan Perdagang, 

demikian juga dengan beberapa negara Asia seperti orang Moor, Jawa, Malayu, 
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Aechinder, Siam, tanpa kecuali, untuk membawa barang dagangan kesini, hanya 

Kompeni yang diperbolehkan membawa barang dagangan berupa bahan sandang dari 

Koromandel, Gujarat, Persia, Bengal, demikian juga komoditi dari Cina, dan jika 

komoditi itu dijumpai bahwa itu melanggar ketentuan yang berlaku, maka bahan 

pakaian dan komoditi itu disita oleh Kompeni, dan pelaku pelanggaran dihukum, 

diantaranya tidak termasuk bahan pakaian yang berkualitas jelek, seperti yang ditenun 

di pesisir timur Pulau Jawa. 

Pasal 8 

Kompeni dinyatakan bebas untuk memasukan komoditi itu dan bebas dari 

semua pajak dan ketentuan-ketentuan, baik menyangkut impor maupun ekspor 

komoditi itu, tanpa kecuali. 

Pasal 9 

Pemerintah Makassar maupun penduduk Makassar, akan diperkenankan 

melakukan pelayarannya ke Bali, pesisir Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, 

Johor, Kalimantan, dan tidak ke tempat lain, dan harus memiliki pas jalan yang 

diberikan oleh komendan yang ditempatkan Kompeni di sini, dan barang siapa yang di 

jumpai tidak memiliki pas jalan dalam pelayaran di laut atau ditemukan di tempat lain, 

dipandang sebagai musuh dan akan dibinasakan, bahwa sejak sekarang dan kelak 

kemudian tidak akan mengirim beberapa perahu ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya, 

juga daerah-daerah yang terletak di sebelah timur Tanjung Lassen, bagian timur dari 

Selat Selayar juga tidak mengirim Bima perahu-perahu ke bagian utara dan bagian 
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timur dari Kalimantan, ke Mindanau atau pulau-pulau yang berada di sekitarnya dan 

bila dijumpai disana akan dibinasakan.  

Pasal 10 

 Semua benteng pertahanan benteng di sepanjang pesisir Makassar yang 

tampak dipergunakan untuk memperkuat perlawanan terhadap Kompeni harus 

diruntuhkan dan semua yang sejenis harus dengan segera dihancurkan, seperti benteng 

Barombong, Panakukang, Garasi, Marisso, Baroboso, atau yang lainnya, dan yang 

akan dibiarkan tetap berdiri adalah Benteng Sombaopu yang besar untuk raja dan tidak 

akan ada lagi pembangunan benteng pertahanan baru di tempat itu maupun di tempat 

lain tanpa persetujuan kompeni. 

Pasal 11 

Benteng yang terletak di bagian utara yang dinamakan Jungpandang akan tetap 

berdiri megah dan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak ini dijadikan gernisum 

Makassar dan diserahkan kepada Kompeni demi pemanfaatan, sebaik baiknya untuk 

penempatan gernisumnya, termasuk perkampungan dan tanah sekitarnya, dan 

sehubungan dengan itu, dan pedangang akan membayar pajak dan hak pemilikan 

untuk negerinya kepada raja, apabila antara pemerintah tertinggi yang telah disebutkan 

itu dan Kompeni masih tetap memegang teguh kesepakatan, yang dan kompeni tidak 

akan mengambilalih wilayah-wilayah yang telah dinyatakan dalam peraturan tertulis 

atau mengatur setiap pelaku kejahatan atau sejenisnya yang dinyatakan bersalah baik 

kepada raja maupun kepada pemebesar kerajaaan, apabila sebelumnya telah dipenuhi, 
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dan loji Kompeni juga akan diataur lebih lanjut terutama sesuai dengan peraturan 

seperti yang pernah dilakukan oleh pedagang Verspreet, baik di dalam maupun di luar 

benteng sesuai dengan penilaian Kompeni. 

Pasal 12 

Mata uang Belanda, seperti yang berlaku di Batavia, antara lain: ringgit (dua 

setegah gulden), mata uang 30 sen (schelling), mata uang 10 sen (dubbele stuiver) dan 

mata uang lainnya, akan diberlakukan di sini di Makassar sesuai dengan nilainya, dan 

sedapat mungkin banyak ditemukan, bahwa penduduk yang menentang, pemerintah 

akan menggunakan kekuasaannya agar seluruh penduduk menerima dan menggunakan 

mata uang yang sama pada setiap pasar (basaar). 

Pasal 13 

Sebagai pemecahan dari keputusan perdamaian terakhir, raja dan pembesar 

berjanji kepada Kompeni untuk menyerahkan ribuan budak laki-laki dan perempuan, 

budak dewasa yang masih mudah dan sehat, bahwa mereka bebas menentukan 

pembayarannya tetapi tidak boleh kurang, apakah pembayaran dilakukan hanya 

dengan budak saja ataukah dengan meriam, emas, atau perak, disesuaikan dengan 

kebiasaan orang Makassar, dalam hal ini perhitungan nilai seorang budak sebesar dua 

setegah tael, atau setara dengan 40 masen emas Makassar, dengan ketentuan bahwa 

serengahnya sudah dikirim ke Batavia pada bulan juni mendatang dan sisanya paaling 

lambat sudah harus dipenuhi pada musim berikutnya. 

 



107 

 

 

Pasal 14 

Bahwa Raja dan pembesar kerajaan Makassar menyatakan bahwa sejak 

sekarang dan seterusnya tidak akan mencampuri urusan negeri Bima dan wilayahnya, 

tetapi Kompeni dibiarkan di sana melaksanakan apa saja sesuai dengan keinginannya, 

dan mulai sejak sekarang dan seterusnya tidak akan memberikan bantuan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam bentuk nasehat ataupun perbuatan untuk 

bangkit melawan Kompeni. 

Pasal 15 

Pemerintah tertinggi tersebut menyatakan akan menyerahkan kepada Kompeni 

orang-orang yang melakukan pembunuhan yang kejam dan penjahat yang besar, yang 

mana termasuk raja Bima dan menantunya, Karaeng Dompo, raja Tambora, raja 

Sangare, dan pengikutnya, seluruhnya berjumlah 25 orang kebanyakan orang Bima, 

atas perbuatan mereka menentang Kompeni dan melakukan pelanggaran hukum atas 

nama raja Bima, untuk diadili dan dihukum, demikian juga Karaeng Bontomaranu, 

oleh karena ia menyadari semua kejahatannnya sehingga memohon  pengampunan. 

Pasal 16 

Kepada raja Buton akan diberikan pertama-tama ganti rugi dan pegambilan 

semua orang, baik yang melakukan tindakan yang merugikan di semua wilayah 

Makassar, yang merampok dan diasingkan ke negeri ini, sepanjang masih hidup, tanpa 

kecuali,dan akan juga di berikan kepada raja Buton uang sebagai konpensasi bagi 
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orang orang Buton yang meninggal dan selanjutnya tidak diberikan kembali, baik 

sekarang maupun kemudian tidak pernah lagi menguasai dan merasa memiliki 

kerajaan ini, tidak ada ketentuan satupun atas aeri Buton, dan sejak sekarang 

melepaskan dengan segera. 

Pasal 17 

Juga kepada raja Ternate akan di kembalikan dengan cara yang sama seperti 

pasal 16, orang orang curian dari pulau Sula dan juga 10 meriam dari besi, 2 buah 

prince dari Metal, dan 3 bassen, yang di ambil dari sana atau di tempat yang lain, 

menyatakan tidak menuntut atau mempertahankan kepulauan ini, di samping secara 

jujur melepaskannya, dan demi raja yang di sebutkan terdahulu seraya Makassar harus 

melepaskan seluruh keinginannya untuk memiliki pulau Selayar dan pulau Pantsiano 

(Pulau Muna) juga pesisir timur pulau Sulawesi di hitung mulai dari Manado hingga 

Pulau Pantsiano, pulau pulau Banggai dan Gapi dan lainnya yang berada pada pesisir 

yang sama, termasuk di dalamnya : wilayah antara Mandar dan Manado, negeri negeri 

Langgagi, Kaidipa, Booltoli, Dampelas, Balayasang, Silensa dan Kaili yang sejak 

dahulu berada dalam kekuasaan Ternate dan pemerintah tertinggi Makassar harus 

melepaskan secara jujur, dan berjanji akanlagi kedaerah-daerah untuk mengusik 

kekuasaan raja Ternate. 

Pasal 18 

Selanjutnya pemerintah tertinggi yang di sebut itu melepaskan semua dasanya 

atas negeri negri orang Bugis dan Luwu, demikian juga penghuninya di akui di 
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lahirkan bebas : raja raja, Putra mahkota, putri mahkota dan pembesar pembesar dia 

tidak memiliki tuntutan terhadap negeri negeri itu, oleh karna itu berjanji, tanpa 

penundaan, membebaskan sepenuhnya raja tua Soppeng dengan semua negerinya, 

istrinya, anak anaknya, seisi rumahnya, barang -barangnya, tanpa kecuali, dan kepada 

kami Kompeni kiranya di serahkan juga mulai sekarang bangsawan Bugis lainnya 

yang di tawan dan diasingkan dalam wilayah orang orang Makassar demikian juga 

perempuan -perempuan dan anak -anak orang Bugis, yang di jumpai masih dalam 

kekuasaan paduka yang mulia, dengan demikian di bangun perdamaian dan 

persahabatan dengan jujur. 

Pasal 19 

Demikian pula menyatakan dan mengakui bahwa raja -raja Layo dan 

Bangkala, dengan negeri Turatea dan Bajing dan semua yang masuk di dalamnnya, 

yang dalam perang berpihak dalam Kompeni menjadi bebas raja-raja, pembesar-

pembesar, dan negeri mereka tanpa tuntutan, membebaskan dari semua penguasaan 

sebelumnnya dan daerah, sekarang dan seterusnya. 

Pasal 20 

Semua negeri yang duduki dan di rebut oleh Kompeni dan sekutunya dalam 

perang,di perhitungkan mulai dari Bulo-Bulo hingga negeri Turatea, dan seterusnya 

meluas hingga disini pada daerah Bongaya akan di tetapkan menjadi negeri negeri dari 

Kompeni dan sekutunya juga tidak memiliki hak terhadap penghui daerah itu, tinggal 

hanya disposisi dari Kompeni, daerah-daerah itu akan di atur sesuai keinginannya 
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dengan kehadiran raja-raja Panna dan Bakka akan dapat menetapkan secara tertulis 

apakah kami Kompeni berhak atas daerah sebelah Utara Makassar. 

Pasal 21 

Negeri-negeri wajo, Bulo-Bulo dan Mandar akibat kejahatannya terhadap 

kompeni dan sekutunya, maka pemerintah tertinggi tersebut (pemerintah Makassar) 

menyatakan melepaskan tanggung jawabnya atas negeri itu, dan membiarkan kami 

Kompeni dan sekutunya menangani daerah itu, dengan ketentuan tidak memberikan 

bantuan secara langsung atau tidak langsung, sekarang atau kemudian dalam bentuk 

orang, senjata, amunisi, bahan campuran logam, nasihat dan lainnya demi menujukkan 

kepercayaan yang baik.  

Pasal 22 

Kedua bela pihak saling memahami dan bersepakat bahwa orang-orang Bugis 

dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar demikian juga orang orang Makassar 

yang menikahi perempuan Bugis dan Turatea, masing-masing pihak di perbolehkan 

tinggal bersama apabila memandang pantas atas persetujuan dan lisensi dari penguasa 

dan raja yang syah, dan selajutnya sejak sekarang dan seterusnya apabila orang-orang 

Makassar yang berharap tinggal dengan oaring orang Bugis dan Turatca juga 

sebaiknya orang-orang bugis dan Turatea yang berharap tinggal pada orang-orang 

Makassar tidak akan di biarkan atau di izinkan, kecuali dengan persetujuan dan lisensi 

dari penguasa dan Raja yang syah, dan tanpa itu harus di tolak dan di kembalikan 

kenegerinya. 
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Pasal 23 

Pemerintah tertinggi tersebut berjanji, sesuai dengan pasal 6, menutup 

negerinya bagi semua negeri lain dalam hal sesuatu tindakan yang sama tentang 

keinginan baik mereka di harapkan dapat di binasakan demikian pula dengan semua 

kekuasaan dan kekuatan akan tentang berdasarkan keinginanya yang telah dilakukan 

dalam kontrak ini tetapi dalam hal ketidakmampuan, dan arena mengalami kelemahan, 

maka Kompeni sebagai pelindung dan perantaranya dapat diminta bantuannya,apabila 

pemerintah tertinggi tersebut menyatakan mengakui Kompeni berkemampuan untuk 

itu demikian juga pemerintah tertinggi tersebut akan diminta untuk membantu 

kompeni dengan segala kekuasaaanya menentangmusuh Kompeni baik di dalam 

maupun di sekitar Makassar dengan perjanjian bahwa pemerintah tertinggi tersebut 

tidak akan melakukan perundingan perdamaian atau membantu negeri yang berperang 

dengan Kompeni. 

Pasal 24 

Tentang semua yang di kutip terdahulu dalam kontrak dan pasal pasal yang 

baru dirancang antara yang mulia raja dan pembesar pembesar Makassar di putuskan 

dan di buat perdamaian, persahabatan dan persekutuan terus berlangsung abadi yang 

mana juga termasuk raja-raja kerajaan besar dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton raja-

raja dari Bugis, Soppeng, Luwu, Turatea, Laiya, Bajeng, dengan semua negerinya dan 

rakyatnya, demikian juga Bima dan masih lagi beberapa penguasa daerah 

dalampersekutuan ini. dan raja-raja yang kelak di harapkan dapat ikut 
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Pasal 25 

Jika terjadi bahwa antara kerajaan-kerajaan sekutu dan raja-raja masing masing 

terjadi salah pergantian mengenai satu hal, terjadi perselisihan, maka kelompok-

kelompok yang berselisih itu seharusnya tidak saling menyerang atau terlibat dalam 

perang, tetap harus mengajukan persoalan mereka kepada kepiten Belanda, agar 

sedapat mungkin tampil menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan itu, dan 

menciptaka atau memelihara persahabatan yang baik, tetapi jika salah satu kelompok 

yang berselisih itu tidak mentaati penyelesaian persoalan itu, dan berkeras pada 

keinginannya,, tanpa memperhatikan nasihat, maka kerajaan-kerajaan sekutu lainnya 

akan memberikan bantuan kepada kelompok lawannya sesuai dengan aturan hukum. 

Pasal 26 

Apabila sekarang perjanjian perdamaian ini ditandatangani, dikukuhkan 

dengan sumpah, dan dibubuhi cap, maka raja pembesar Makassar akan mengirim dua 

raja terkemuka dari antara anggota dewannya, baik karaeng Tallo, Karaeng Lingues, 

Karaeng Popo, Karaeng Karunrung, Karaeng Garassi, Karaeng Katapang, atau 

sekurang-kurangnya memilih dua orang yang setara dari pemerintah tertinggi tersebut, 

untuk bersama-sama laksamana (admiral Speelmen, pen) berangkat ke Batavia untuk 

mengajukan kontrak perdamaian ini kepada yang mulia tuan Gubernur Jenderal dan 

anggota Dewan Penasihat Hindia (Heeren Raden van India) dan memohon persetujuan 

(agreatie) mereka, dengan jaminan bahwa tuan tuan yang disebut diats dengan 

kontentement akan dikirim kembali, tetapi atas perkenaan Gubernur Jenderal, apabila 
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hal itu diperkenankannya, dua orang putera raja tersebut, akan tinggal di sana sebagai 

jaminan, jika Gubernur Jenderal memandang perlu, tetapi juga akan meminta 

perkenaan dari raja Makassar, lamanya menetap tidak lebih dari satu tahun, hal yang 

sama juga apabila dilakukan pergantian dengan yang lain, dan Kompeni menjamin 

agar putera-putera mahkota itu dapat beta tinggal lama dengan memberikan respek dan 

kehormatan yang sepatutnya tanpa seorangpun dapat menimbulkan penderitaan. 

Pasal 27 

Sebagai tambahan bahwa pada pasal 6 dijamin bahwa Kompeni akan diizinkan 

mengambil orang-orang Inggris dan barang-barangnya mengangkut ke Batavia dengan 

ketentuan bahwa raja tidak akan menghalanginya. 

Pasal 28 

Sebagai tambahan pada pasal 15 disepakati bahawa apabila raja Bima dan 

Bontomarannu tidak ditemukan dalam keadaan hidup atau mati dalam sepuluh hari, 

maka sebagai jaminan Kompeni akan menahan putera dari raja Bima dan Putera raja 

Bontomaranu. 

Pasal 29 

Pemerintah berjanji untuk membayar kepada Kompeni, ganti rugi biaya perang 

sebanyak 250.000 ringgit dalam lima musim berturut-turut baik dalam bentuk meriam, 

barang dagangan, maupun emas, perak atau permata, masing masing sesuai dengan 

nilainya. 

Pasal 30 
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Dan oleh karena semua pasal-pasal tersebut terdahulu ditetapkan dalam suasan 

religius maka hal yang sama pula oleh raja Makassar dan pembesar pembesar 

kerajaannya yang tercatat namanya disini (dalam perjanjian ini), demikian pula dari 

pihak Kompeni, oleh admiral demikian juga semua raja-raja dan putera mahkota yang 

bersekutu dengannya, harus bersumpah atas nama Allah maha Suci, manandatangani 

dan membubuhi cap, masing-masing sesuai dengan kebiasaanya, dalam tenda 

lapangan pada hari Jum'at, 18 November 1667, sekitar Barombong pada tanah milik 

Kompeni. 

 

 

Catatan: diterjemahkan oleh Edward L. Poelinggopmang 

• Naskah perjanjian dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan diambil dari : F.W. 

Stapel, Het Bongaais Verdrag, Laiden: Disertai Rijks Universiteit te Leiden, 1992, 

hlm 237-247 (lampiran 5) 

• Perjanjian ini diputuskan di Bungaya, pada hari jumat, tanggal 18 November 1667. 
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PERJANJIAN BUNGAYA YANG DIPERBARUI158 

 

 
158Suriadi Mappangara  (Ed), ”Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905”, 

(Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SulSel, Cetakan ll, 2011), hlm. 421-422. 
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